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RINGKASAN 

 

Diketahui dalam Kepastian hukum kebijakan penyelamatan kredit 

bermasalah ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 30 /POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank 

diketahui belum ada terkait kewajiban bank atau pembiayaan untuk melakukan 

upaya penyelamatan kredit berupa kebijakan restrukturisasi, karena pada frasa pasal 

20H pada ketentuan tersebut menggunakan kata “dapat” sehingga kepastian hukum 

dalam kebijakan penyelematan kredit dengan mekanisme restrukturisasi tersebut 

masih kabur yang mana sebenarnya debitur yang tidak mendapatkan kebijakan 

tersebut tentu haknya merasa dirugikan. 

Jika ditinjau dari debitur itu sendiri tentu memiliki hak dan kewajiban, salah 

satunya adalah mendapatkan hak untuk diberikan kebijakan penyelamatan kredit 

jika dalam perjalanannya mengalami macet akibat dari hal yang tidak diinginkan, 

seperti Force Majeure, penurunan pendapatan usaha atau hal-hal lainnya maka 

tentu berdasarkan hal tersebut tentunya upaya penyelamatan kredit perlu ada 

kepastian. 

Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam hal upaya penyelamatan 

kredit ini, menyebabkan pembiayaan non bank dapat langsung melakukan upaya 

penyelesaian kredit yaitu salah satunya dengan saran jual jaminan sendiri kepada 

debitur, eksekusi lewat pengadilan, dan melakukan pelelangan. 



 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait 

pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan 

non bank dan Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan penyelamatan kredit 

bermasalah pada pembiayaan non bank telah memuat aspek kepastian hukum yang 

mengikat ditinjau berdasarkan studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.BJB. 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum kebijakan 

penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan non bank pada mulanya diatur 

pada ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yang memberikan plafon 

minimal pembiayaan adalah Rp10.000.000.000,00 yang mana didasarkan pada 

ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 

Sedangkan mengenai mekanisme untuk diberikan restrukturisasi menurut 

ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yaitu LJKNB dapat melakukan 

restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran 

COVID-19 serta harus adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur 

yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang mana pengaturan penyelamatan 

kredit ini menurut peneliti tidak serta merta wajib dijalankan oleh perusahaan 

pembiayaan, karena pengaturan pada POJK tersebut hanya bersifat kebijakan dan 

Penyelamatan kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan dapat dikatakan 

tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan kebijakan penyelamatan kredit 

berdasarkan Pasal 9 POJK harus didasari syarat dan kelayakan sehingga tidak serta 

merta debitur dapat memiliki kepastian untuk diberikan kebijakan penyelamatan 

kredit tersebut, serta berdasarkan Studi Putusan No 38/PDT.G/2021/PN.BJB dilihat 

bahwa dalam putusan tersebut hakim berpendapat “Tergugat yang menyarankan 

Penggugat untuk menjual aset, Maka menurut analisa peneliti tindakan tergugat 

dengan langsung menyarankan untuk menjual aset adalah tindakan penyelesaian 

kredit yang mana tumpuan prinsipnya adalah langsung pada pelunasan utang, 

sedangkan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi memiliki prinsip fleksibilitas 

dalam hal pertimbangan kesanggupan debitur untuk tetap membayar setiap 

bulannya sehingga dengan adanya putusan Putusan Nomor 

38/PDT.G/2021/PN.BJB maka ketidakpastian hak dalam diberikan penyelamatan 

kredit berupa restrukturisasi dengan cara pemotongan bunga, pemotongan denda 



 

 

 

 

 

 

 

dan perpanjangan masa pembayaran utang menjadi tidak serta merta pasti diberikan 

kepada debitur dengan status NPL atau debitur kredit bermasalah. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci  : Kebijakan Penyelamatan Kredit Bermasalah, Perusahaan 

Pembiayaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait 

pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada perusahaan 

pembiayaan dan Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan penyelamatan kredit 

bermasalah pada pembiayaan telah memuat aspek kepastian hukum yang mengikat 

ditinjau berdasarkan studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.BJB. Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang 

menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, 

teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik 

kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah  Hasil penelitian diperoleh bahwa 

pengaturan hukum kebijakan penyelamatan kredit bermasalah pada pembiayaan 

pada mulanya diatur pada ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 dan  

Pasal 9 POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 yaitu LJKNB dapat melakukan 

restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran 

COVID-19 serta harus adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur 

yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang mana pengaturan penyelamatan 

kredit ini menurut peneliti tidak serta merta wajib dijalankan oleh pembiayaan, 

karena pengaturan pada POJK tersebut hanya bersifat kebijakan dan tindakan 

tergugat dengan langsung menyarankan untuk menjual aset adalah tindakan 

penyelesaian kredit yang mana tumpuan prinsipnya adalah langsung pada 

pelunasan utang, sedangkan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi memiliki 

prinsip fleksibilitas dalam hal pertimbangan kesanggupan debitur untuk tetap 

membayar setiap bulannya sehingga dengan adanya putusan Putusan Nomor 

38/PDT.G/2021/PN.BJB maka ketidakpastian hak dalam diberikan penyelamatan 

kredit berupa restrukturisasi dengan cara pemotongan bunga, pemotongan denda 

dan perpanjangan masa pembayaran utang menjadi tidak serta merta pasti diberikan 

kepada debitur dengan status NPL atau debitur kredit bermasalah. 
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ABSTRACT 

 

Keywords : Troubled Credit Rescue Policy, Financing Company. 

 

The purpose of this study is to review and analyze the legal arrangements related 

to the non-bank financing rescue policy for non-bank financing and to review and 

analyze the non-bank financing rescue policy that contains aspects of binding legal 

certainty reviewed based on the study of Decision Number 38/Pdt.G /2021/PN. 

BJB. While the research method used was Normative legal research, namely a 

method that uses primary sources of legal materials in the form of laws and 

regulations, legal theories and expert opinions, analyzed and drawn conclusions 

on the problems used to test and review legal materials. The research results 

obtained The results of the study found that the legal arrangements for the non-

bank financing rescue policy were originally regulated in the provisions of Article 

8 POJK Number 14 /POJK.05/2020 and Article 9 POJK Number 14 

/POJK.05/2020, namely NBFIs can carry out financing restructuring of Debtors 

who have been affected by the spread of COVID-19 and must have requests for 

financing restructuring from debtors who have been affected by the spread of 

COVID-19, which, according to researchers, are not necessarily required to be 

carried out by non-bank financing, because the regulations in the POJK are only 

policy and Adapu n the non-bank financing rescue policy can be said to have no 

legal certainty or according to researchers there is legal uncertainty because the 

credit rescue policy can be waived on the basis of Default, which is because a credit 

agreement has been agreed upon by the parties, they are required to comply with 

all the contents of the agreement ( based on provision 1338 of the Civil Code) so 

that this credit rescue policy is only a guideline in the Non-Bank Financing 

Company SOP in terms of handling non-performing loans so that the aspect of legal 

certainty in credit rescue is only standardized on non-bank financing company 

policies. 
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